Rencana Kerja (RENJA)
Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar Tahun 2017

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN SKPD 2015
2.1  Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
a. Kondisi Sumber Daya Manusia 
Analisis Rasio Tenaga Kesehatan di kab. Karanganyar
Tahun 2014-2015

	No
	Jenis Tenaga PNS dan NON PNS
	Standart Rasio Tenaga Kesehatan Per 100.000 Penduduk
	Jumlah Penduduk 2015
	Jumlah Tenaga Sekarang
	Rasio Tenaga 2014
	Rasio Tenaga 2015

	1
	Dokter Spesialis
	6
	870.679
	46
	5,1
	5,3

	2
	Dokter Umum
	40
	870.679
	206
	24,7
	23,7

	3
	Dokter Gigi
	11
	870.679
	34
	4,0
	3,9

	4
	Sarjana Kesehatan Masyarakat
	40
	870.679
	39
	4,7
	4,5

	5
	Perawat
	117
	870.679
	609
	67,8
	69,9

	6
	Bidan
	100
	870.679
	554
	67,7
	63,6

	7
	Tenaga Gizi
	22
	870.679
	33
	4,0
	3,8

	8
	Tenaga Kesehatan Masyarakat
	40
	870.679
	34
	3,7
	3,9

	9
	Apoteker (S1)
	10
	870.679
	105
	18,7
	12,1

	10
	Assisten Apoteker
	30
	870.679
	57
	7,7
	6,5

	11
	Tenaga Analis Laboraturium
	15
	870.679
	65
	3,2
	7,5

	12
	Tenaga Fisioterapis
	4
	870.679
	27
	5,1
	3,1


Dari table di atas, dapat disimpulkan bahwa hampir semua jenis tenaga kesehatan yang ada di kabupaten karanganyar, baik yang ada di lingkup pemerintahan (Rumah Sakit Umum Daerah, DKK & Puskesmas, RS Lanud Adi Sumarmo) maupun swasta (RS swasta, Institusi Dinkes, RB/ BP maupun sarana kesehatan lainnya) masih kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam Standart Rasio Indonesia Sehat 2010.
b. Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan 

Jumlah Fasilitas pelayanan Kesehatan

Di Kab. Karanganyar tahun 2013-2015

	NO
	JENIS SARANA
	2013
	2014
	2015

	1
	Puskesmas dengan rawat inap
	13
	13
	14

	2
	Puskesmas tanpa rawat inap
	8
	8
	7

	3
	Puskesmas Pembantu
	57
	57
	57

	4
	Puskesmas Keliling
	22
	22
	22

	5
	Rumah Sakit Umum
	6
	6
	6

	6
	Rumah Sakit Khusus
	2
	2
	2

	7
	Apotik Pemerintah
	1
	1
	1

	8
	Apotik Swasta
	90
	106
	110

	9
	Rumah Bersalin
	17
	-
	-

	10
	Balai Pengobatan
	25
	-
	-

	11
	Rumah Bersalin
	17
	-
	-

	12
	Laboraturium Klinik
	9
	-
	-

	13
	Klinik
	-
	19
	28


Pada Tahun 2015, terdapat peningkatan status puskesmas dari Rawat Jalan (puskesmas tanpa rawat inap) menjadi puskesmas Rawat Inap yaitu Puskesmas Jaten I yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Karanganyar Nomor : 503/ 59/ BPPT / 2014 Tentang Izin Operasional Puskesmas Se-Kabupaten Karanganyar.
c. Data Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat di Kab. Karanganyar
Upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) di Kabupaten Karanganyar Tahun 2010-2015
	No
	JENIS SARANA
	2010
	2011
	2012
	2013
	2014
	2015

	1
	Desa Siaga
	177
	177
	177
	177
	177
	177

	2
	Pos Kesehatan Desa (PKD
	171
	171
	151
	152
	157
	158

	3
	Posyandu
	1.370
	1.371
	1.380
	1.380
	1.393
	1.393

	4
	Posbindu
	23
	26
	38
	42
	44
	64

	5
	WPA
	0
	0
	0
	1
	76
	85


Keterangan :
1) Semua desa di kabupaten karanganyar (177 desa), sudah mempunyai desa siaga aktif. Desa Siaga Aktif merupakan desa yang penduduknya dapat mengakses dengan mudah pelayanan kesehatan dasar yang melakukan pelayanan setiap hari, melalui PKD/Pustu/Puskesmas/pelayanan kesehatan dasar lainnya dan penduduknya mampu mengembangkan UKBM, Survailens berbasis masyarakat (pemantauan penyakit, KIA, Gizi, lingkungan dan perilaku), kedaruratan kesehatan, dan penangggulangan bencana, serta penyehatan lingkungan, sehingga masyarakat mampu melakukan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat. Menurut Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Desa (Perbup Nomor 41 tahun 2015 tentang petunjuk teknis Penggunaan Dana Desa), Desa Siaga termasuk salah satu pemberdayaan masyarakat yang dapat didanai oleh dana desa
2) Pos Kesehatan Desa (PKD) dari tahun ke tahun mengalami Peningkatan.

Dibangunnya posyandu hampir di seluruh desa di Kabupaten Karanganyar, menunjukkan meningkatnya akses masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Selain itu hal ini sebagai bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan.
3) Jumlah Posyandu meningkat dari 1380 pada tahun 2013 menjadi 1393 pada tahun 2014.

4) Peningkatan Jumlah Posbindu setiap Tahun

Jumlah Posbindu dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Gambaran keberadaan posbindu di Kabupaten Karanganyar tahun 2010 s.d 2015 sebagai berikut :
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Dari 64 Posbindu yang ada, 3 posbindu merupakan bentukan pusat (Kemenkes), 8 di bentuk oleh Dinas Kesehatan Propinsi, dan 53 posbindu merupakan bentukan masyarakat secara mandiri. Posbindu (Pos Pembinaan Terpadu) merupakan fungsi wujud peran serta   masyarakat dalam melakukan kegiatan deteksi dini dan pemantauan faktor resiko PTM Utama yang dilaksanakan secara terpadu, rutin, dan periodik. Jumlah posbindu di Kabupaten Karanganyar tertinggi di Jawa Tengah.
5) Peningkatan Jumlah Warga Peduli Aids (WPA) dari tahun ke tahun. WPA (Warga Peduli AIDS) adalah Gerakan partisipasi masyarakat untuk membangun kesadaran dalam upaya penanggulangan HIV/ AIDS secara mandiri. Fungsi WPA adalah wadah bagi komponen-komponen masyarakat yang peduli terhadap penanggulangan HIV/AIDS untuk melaksanakan kegiatan secara terorganisir, terarah dan terpadu.
d. Indikator Capaian RPJMD Yang Dilaksanakan Oleh Perangkat Daerah
	NO
	Indikator Kinerja Pemerintah Daerah
	2014
	2015

	
	
	target
	realisasi
	Target
	Realisasi

	1)
	Menurunnya angka kesakitan dan angka kematian penyakit menular
	 
	 
	 
	 

	1
	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
	95
	91,9
	100
	98,3

	2
	Angka kematian Demam Berdarah Dengue (DBD)
	<1
	0,77
	<1
	0,755

	3
	Penemuan kasus HIV/AIDS
	68
	68
	70
	100

	4
	Prevalensi TB per 100.000 penduduk
	200
	63
	200
	59,06

	5
	Prevalensi HIV pada populasi dewasa (persen)
	<0,5
	0,02
	<0,5
	0,04

	6
	CFR Diare
	<2,5
	1,34
	<2,5
	0,007

	2)
	Meningkatnya penanggulangan KLB penyakit dan krisis kesehatan akibat bencana
	 
	 
	 
	 

	3)
	Meningkatnya pengendalian penyakit tidak menular
	 
	 
	 
	 

	7
	Prevalensi tekanan darah tinggi
	25,8
	3,04
	25,28
	2,26

	4)
	Meningkatnya derajat kesehatan ibu dan anak
	 
	 
	 
	 

	8
	AKI/100.000 kh
	107,1
	138,48
	107
	123,32

	9
	AKB/1000 KH
	<9,5
	10,5
	<9,6
	12,8

	10
	AKABA//1000 KH
	<1,13
	1,31
	<1,11
	1,77

	5)
	Meningkatnya partisipasi masyarakat merencanakan keluarga sehat sejahtera
	 
	 
	 
	 

	11
	Persentase Drop Out Keluarga Berencana 
	10
	15,06
	10
	11,05

	12
	Persentase Unmet Need 
	9
	8,83
	9
	7,89

	6)
	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan
	 
	 
	 
	 

	13
	Jumlah desa/kelurahan melaksanakan STBM
	75
	90
	100
	122

	14
	TTU memenuhi syarat kesehatan
	76
	77,54
	79
	75

	15
	Tempat Pengelolaan makanan yang memenuhi syarat kesehatan
	55
	64,44
	60
	64,95

	7)
	Terkendalinya keamanan makanan dan kosmetik sesuai mutu standar
	 
	 
	 
	 

	16
	Persentase makanan yang memenuhi syarat 
	87,6
	98
	88,1
	43,6

	8)
	Meningkatnya perilaku hidup bersih  dan sehat
	 
	 
	 
	 

	17
	Cakupan Desa Siaga Aktif
	100
	100
	100
	100

	18
	Rasio posyandu per satuan balita  
	21
	22
	21
	22

	9)
	Meningkatnya status gizi masyarkat
	 
	 
	 
	 

	19
	Angka Prevalensi Gizi Buruk 
	0,5
	0,042
	0,4
	0,041

	20
	Prevalensi anemia pada Ibu Hamil
	30
	6,7
	29,5
	8,33

	21
	BBLR (persen)
	10
	3,17
	9,5
	4,98

	22
	Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI eksklusif (persen)
	50
	50,1
	52
	45,09

	23
	Prevalensi gizi kurang pada balita (persen)
	19
	4,24
	18,5
	2,97

	24
	Prevalensi stunting pada balita
	32
	27,5
	31
	15,1

	10)
	Terpenuhinya rasio ketersediaan  fasilitas kesehatan per satuan penduduk per satuan wilayah
	 
	 
	 
	 

	25
	Setiap kecamatan punya Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dengan perawatan 
	76
	100
	82
	100

	26
	Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama per satuan penduduk (puskesmas dan klinik)
	1/30.000
	1/41.040
	1/30.000
	1/16.263

	27
	Rasio puskesmas per satuan penduduk
	1/30.000
	1/41.820
	1/30.000
	1/41.040

	28
	Rasio klinik persatuan penduduk
	1/30.000
	1/41.040
	1/30.000
	1/26.932

	29
	Rasio Rumah sakit persatuan pendududuk
	1/173.039
	 1/109.776 
	1/173.039
	1/107.730

	11)
	Terpenuhinya ketersediaan dan mutu  obat 
	 
	 
	 
	 

	30
	Ketersediaan obat sesuai dengan kebutuhan
	96,8
	90
	97,24
	90

	12)
	Meningkatnya kemampuan pembiayaan kesehatan bagi masyarakat  khususnya bagi penduduk miskin
	 
	 
	 
	 

	31
	Cakupan penduduk yang memiliki jaminan pemeliharaan
	48
	57
	55
	58

	13)
	Terpenuhinya kompetensi tenaga kesehatan sesuai standar pelayanan
	 
	 
	 
	 

	32
	Rasio dokter gigi per satuan penduduk
	 1/10.000 
	 1 / 25.100 
	 1/10.000 
	 1/26.116 

	33
	Rasio perawat per satuan penduduk
	1/2.500
	 1 / 8.445 
	1/2.500
	1/1.596

	34
	Rasio bidan per satuan penduduk

	 1 / 3.000 
	 1 / 3.585 
	 1 / 3.000 
	 1/1.436 

	14)
	Merumuskan kebijakan/dokumen perencanaan/ pedoman pengembangan  pelayanan kesehatan Kab. Karanganyar
	 
	 
	 
	 

	35
	Persentase dokumen bidang kesehatan yang diterbitkan dari yang direncanakan (%)
	100
	100
	100
	100

	15)
	Meningkatkan pemerataan distribusi tenaga kesehatan
	 
	 
	 
	 

	36
	Rasio dokter per satuan penduduk
	1/3.300
	1/4.287
	1/3.300
	1/2.780

	16)
	Meningkatkan Derajad Kepuasan Masyarakat atas pelayanan kesehatan
	 
	 
	 
	 

	37
	Indeks Kepuasan Masyarakat di Puskesmas
	>80
	86
	>80
	86

	38
	Cakupan penanganan aduan masyarakat
	100
	100
	100
	100

	17)
	Meningkatkan jumlah fasilitas kesehatan yang memenuhi standart pelayanan
	 
	 
	 
	 

	39
	Proporsi fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standart
	13
	14
	17
	14

	40
	Proporsi puskesmas PONED 
	28
	28
	28
	29


Permasalahan yang dihadapi Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar terkait pencapaian target Indikator tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1. Cakupan Desa UCI

Desa UCI tidak mencapai target dikarenakan di beberapa daerah masih terjadi penolakan imunisasi. Meskipun demikian ada kenaikan yang signifikan dalam pencapaiannya.
2. Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA)

Capaian AKI, AKB dan AKABA masih di atas target. Indikator ini merupakan indikator yang cukup komplek. Banyak hal yang mempengaruhi pencapaiannya. Misalnya faktor sosial ekonomi, pengetahuan dan lainnya. Sehingga indikator AKI, AKB dan AKABA menjadi indikator kabupaten.  

3. Persentase  Drop Out Keluarga Berencana

Angka Drop Out masih diatas target yang ditetapkan. Akan tetapi pencapaiannya menunjukkan trend penurunan. Biasanya DO KB disebabkan Pasangan Usia Subur ( PUS) sudah berencana mempunyai anak lagi.

4. Persentase makanan yang memenuhi syarat

Makanan yang memenuhi syarat masih di bawah target yang ditetapkan. Akan tetapi hasil ini bukan menggambarkan kondisi yang sebenarnya, karena makanan yang diperiksa hanya sampel makanan yang diambil pada saat sidak makanan.

5. Bayi usia < 6 bulan mendapat ASI yang eksklusif

Capaian bayi yang mendapatkan ASI eksklusif masih rendah dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhinya. Selain pengetahuan ibu, kondisi ibu bekerja, juga alasanya ASI tidak keluar menyebabkan capaian ASI eksklusif rendah.

6. Rasio dokter gigi per satuan penduduk 

Dari target yang ditetapkan (1 orang dokter gigi melayani 10.000 penduduk) realisasinya, di Kabupaten Karanganyar 1 orang dokter gigi melayani 26.116 penduduk. Selain jumlah penyerataan dan kemudahan akses dokter gigi oleh masyarakat perlu di pertimbangkan
7. Fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi standart

Proporsi Fsilitas Pelayanan Kesehatan yang memenuhi standart. Dari 17 % fasilitas yankes yang diajukan untuk dilakukan standarisasi, baru 14 % yang memenuhi standart. Standart yang ditetapkan sesuai permenkes adalah akreditasi baikdi fasilitas yankes rujukan ( Rumah Sakit) atau Fasilitas yankes (Puskesmas). Akan tetapi pada tahun 2017-2018, diupayakan semua fasilitas yankes tingkat 1 (puskesmas) telah kelar terakreditasi  secara nasional. 
2.2  ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN  FUNGSI SKPD
a) Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia  Kesehatan kondisi umum :

1. Sebagai besar jenis tenaga kesehatan masih kurang dari jumlah minimal yang ditetapkan dalam standard Rasio Indonesia Sehat 2010.

2. Penataan Tenaga Kesehatan dan Non Kesehatan belum optimal.

3. Belum tersedia data base tenaga kesehatan yang akurat.

Karena keterbatasan, maka permasalahan yang diungkapkan di atas masih didominasikan oleh permasalahan yang ada di institusi pemerintahan.
b) Berkatian dengan kondisi Fasyankes

1. Bangunan Puskesmas belum sesuai dengan Permenkes 75/2014. APBD 2 tidak dapat mengcover sehingga di upayakan pembiayaan dari APBD 1 dan APBN tetapi alokasi untuk kesehatan dari kedua sumber dana tersebut di atas terbatas.
2. Sebagaian besar Puskesmas Pembantu rusak berat

3. Status tanah Puskesmas, ada 10 yang belum ada sertifikat
4. Pemeliharaan bangunan PKD, Sebagian besar belum mendapat perhatian pemerintah desa
c) Berkaitan dengan Pembiayaan Kesehatan

Kondisi Umum :

1. Alokasi anggaran di bidang kesehatan belum sesuai dengan amanat undang-undang kesehatan dan Sistem Kesehatan Kabupaten Karanganyar yaitu minimal 10 % dari total APBD di luar gaji ;
(Tahun 2015 total anggaran Pemerintahan Kabupaten Karanganyar sebesar Rp 1,609,306,822,016,- besarnya anggaran bidang kesehatan untuk Dinas Kesehatan beserta UPTDnya dan RSUD  diluar gaji sebesar  Rp. 144.844.543.168,-. Persentase  belanja Kesehatan diluar gaji terhadap total APBD  Kabupaten Karanganyar adalah sebesar 7,14 % .) ;
( Sumber Hasil Analisis District Health Account Kab. Karanganyar )
2. Alokasi anggaran belum sepenuhnya dapat merealisasikan usulan / perencanaan program;
3. Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) mendapatkan prioritas anggaran yang sangat besar dibandingkan Upaya Kesehatan Masyarakat;

d) Berkaitan dengan Perencanaan, Penganggaran, serta Monitoring dan Evaluasi Kondisi umum dan permasalahan

1. Belum adanya sinkronisasi penyusunan Rencana Strategis di tingkat Kabupaten dengan Instansi Vertikal di atasanya
2. Kurang tersedianya data dan informasi yang valid, sesuai kebutuhan dan tepat waktu

3. Mekanisme perencanaan yang ada, belum dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menjamin keterpaduan dan keselarasan antara rencana dan anggaran Dinas Kesehatan maupun Rumah Sakit pemerintah dengan rencana dan anggaran Pemerintah Daerah 

4. Sistem Informasi, alur pelaporan dan pencatatan dari fasilitas kesehatan, utamanya dari puskesmas dan rumah sakit belum berjalan sesuai yang diharapkan

2.3 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Sebagai salah satu dasar Penyusunan perencanaan tahun 2017 adalah akuntabilitas keuangan dan penyerapan angggaran tahun 2015.  Pada Tahun 2015 realisasi dari keseluruhan belanja yang dialokasikan untuk Dinas Kesehatan ( Rp. 47. 549.114.000,-) dapat terserap Rp.34.746.967.207,- (73,08%). Dari realisasi belanja langsunng tersebut seluruhnya sudah diatas 70%. Dari realisasi belanja langsung tersebut seluruhnya  sudah diatas 70% . Realisasi belanja yang masih dibawah 70% adalah :
1. Penyediaan jasa surat menyurat  (27,21)
Penyediaan jasa surat menyurat tidak dapat diserap karena petugas yang menangani surat menyurat tidak dapat diserap karena petugas yang menangani surat menyurat telah berubah statusnya menjadi pegawai Negeri Sipil per bulan Februari 2015
2. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (47,60%)
3. Penyediaaan bahan bacaan dan  peraturan perundangan hanya direalisasikan sesuai kebutuhan.
4. Pembangunan balai penyehatan penyakit akibat dampak rokok (1,64% Permasalahan : Belanja pembangunan balai penyehatan penyakit akibat dampak rokok tidak di realisasikan karena anggaran tersebut masuk anggaran perubahan. Dan proses penentuan lokasi , survey dan design memakan waktu lama sehingga untuk lelang mengalami keterlambatan.
Solusi : Disusulkan dari dana pengembalian pajak rokok tahun 2016.
5. Pendidikan dan pelatihan formal (9,50%)
Belanja Pendidikan dan pelatihan formal direalisasikan sesuai dengan kebutuhan.
6. Pembiayaan Jaminan Keselamatan Kerja  (14,69%)
Belanja Pembiayaan jaminan keselamatan kerja hanya terserap 14,69% karena penetapan anggaran sesuai dengan pendapatan puskesmas berupa klaim pelayanan dari BPJS ketenagakerjaan. Sedang pemanfaatan sesuai perda retribusi UPT  Dinas Kesehatan yaitu jasa pelayanan dan kebutuhan oprasional penunjang langsung .rendahnya penyerapan disebabkan pemanfaatan hanya untuk jasa pelayanan sedangkan kebutuhan operasional penunjang langsung seperti obat dan sarana prasarana sedah tercukupi pemerintah.
7. Pemberdayaan balai penyehatan penyakit akibat dalam rokok ( 1,64%)
Belanja pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan hanya terserap 63,01 % karena perubahan kebijakan tentang pemberian honorarium dan efisiensi anggaran
8. Relokasi puskesmas jatipuro (0%)
Relokasi puskesmas jatipuro terserap 0% karena rehabilitasi puskesmas jatipuro tidak bisa  direalisasikan.
9. Relokasi puskesmas kebakkramat I (0%)
Relokasi puskesmas kebakkramat I   terserap 0% karena rehabilitasi puskesmas kebakkramat I tidak bisa direalisasikan.
10. Relokasi puskesmas tawangmangu (0%)
Relokasi puskesmas tawangmangu terserap 0% karena rehabilitasi puskesmas tawangmangu tidak bisa direalisasikan
11. Rehabilitasi 3 gedung puskesmas (1,50%)
Masalah : rehabilitasi 3 gedung puskesmas tidak bisa terealisasikan karena mengalami gagal lelang di ULT. Hal ini disebabkan :
· Puskemas jatipuro dan tawangmangu tidak ada penawaran yang masuk
· Puskesmas kebakkramat :tidak ada rekanan yang lolos pada tahap verifikasi administrasi
Solusi : diusahakan kembali melalui usulan dana APBD I Jawa Tengah pada tahun 2016.
2.4 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT
Pada Tahun 2017, Program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan melalui Musrenbang  di tingkat  Kabupaten adalah sebagai berikut :
A. PROGRAM DAN KEGIATAN 

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Penyediaan jasa surat menyurat
b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
c. Penyediaan jasa kebersihan kantor
d. Penyediaan alat tulis kantor
e. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
f. Penyediaan makanan dan minuman
g. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
h. Penyediaan jasa keamanan kantor
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

b. Penyusunan laporan pengelolaan keuangan

4. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
a. Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan
b. Pengadaan obat dan perbekalan  pelengkap untuk pelayanan kesehatan
c. Pengadaan bahan habis pakai laboratorium
d. Pemusnahan obat
e. Pembinaan sarana produksi, distribusi dan pelayanan kefarmasian serta pembekalan kesehatan
f. Manajemen pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan
5. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
a. Peningkatan mutu sarana kesehatan dan sarana umum lainnya

b. Operasional manajemen pengelolaan jaminan kesehatan nasional
c. Pembiayaan jaminan kesehatan nasional
d. Pembiayaan pelayanan kesehatan umum
e. Penunjang UPT
f. Pembiayaan kesehatan kedaruratan dan penyakit yang menjadi tanggungan pemerintah daerah
g. Bantuan operasional kesehatan
h. Jaminan persalinan
i. Akreditasi puskesmas
6. Program Perbaikan Gizi Masyarakat
a. Sosialisasi kader posyandu tentang penurunan Angka Kematian Ibu Dan Anak
b. Pembinaan kader posyandu
7. Program Pengembangan Lingkungan Sehat
a. Penyediaan sanitasi dasar
b. Pelayanan laboratorium kesehatan
c. Verifikasi data sanitasi menyeluruh
8. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
a. Penanggulangan vektor penyakit
b. Penanggulangan KLB menular
c. Pengamatan dan pencegahan penyakit
d. Peningkatan cakupan imunisasi dasar dan lanjutan
9. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
a. Upaya Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar dan Rujukan
b. Akreditasi Puskesmas
10. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
a. Pembiayaan jaminan kesehatan daerah
11. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
a. Pembangunan Puskesmas Colomadu 2
b. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Mojogedang 
c. Pembangunan Puskesmas Rawat Inap di Colomadu
d. Pengadaan Alat di Puskesmas
e. Penyerpurnaan / pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah Puskesmas (IPAL)

12. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

a. Kesehatan ibu dan anak
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